
 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA PERON  

KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL 

 

PERATURAN DESA PERON 

NOMOR 01 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN    

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA PERON , 

Menimbang  : a.  bahwa untuk mewujudkan Laporan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Peron Tahun Anggaran 2021 yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap sebagai wujud dari keterbukaan 

pengelolaan keuangan Desa maka perlu menetapkan 

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Peron Tahun Anggaran 2021; 

  b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud “a” perlu membentuk Peraturan Desa tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 

2021; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 



Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 233); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15  dari Hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 

11. Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah Desa(Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 159); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 



Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 6); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 

1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kendal Nomor 152); 

22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41); 

23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 

Seri E No. 47); 

24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa 

di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor  82 Seri E No.49); 

25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya 

Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di 

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2017 Nomor 6); 

26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 

50); 

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2020 Nomor 38); 

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor : 8 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 

Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021; 

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor : 62 Tahun 2021 tentang 

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan 



Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal 

Tahun Anggaran 2021;   

30. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/20/2021 tanggal 

19 Januari 2021 Tentang Penetapan Besaran Alokasi 

Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Kendal Tahun 

Anggaran 2021; 

31. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/372/2021 

tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar/Kurang Bayar 

Hasil Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 bagi Desa di 

Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021; 

32. Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Peron Tahun 

Anggaran 2022; 

33. Peraturan Desa Nomor: 05 Tahun 2021 Tentang 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2022; 

 

Dengan Kesepakatan  Bersama  

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON 

dan 

KEPALA DESA PERON 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA PERON TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 

ANGGARAN 2021; 

 

Pasal 1  

Hasil pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Peron Tahun Anggaran 2020 diuraikan lebih lanjut dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

Peraturan Desa ini. 

Pasal 2 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat : 

Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban  Realisasi 

Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021; 

 

Pasal 3 

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 



Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Desa ini dalam Lembaran Desa Peron. 

 

Ditetapkan di  Peron 

Pada tanggal  13 Januari 2022 

KEPALA DESA PERON 

 

 

 

      ERNA HERMAWATI 

Diundangkan di Peron 

Pada tanggal 28 Februari 2020 

SEKRETARIS DESA  

 

 

 

 

MUCHLASIN 

 

    LEMBARAN DESA PERON TAHUN 2020 NOMOR 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA PERON  

KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL 

TAHUN ANGGARAN 2021 

  
Ref. 

 
ANGGARAN 

( Rp ) 

 
REALISASI 

( Rp ) 

 
LEBIH/(KURANG) 

( Rp ) 

PENDAPATAN 
    

Pendapatan Asli Desa 
 

102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 

Pendapatan Transfer 
 1.829.128.191,00 1.829.128.191,00 0,00 

Dana Desa 
 

1.294.217.000,00 1.294.217.000,00 0,00 

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
 

60.293.191,00 60.293.191,00 0,00 

Alokasi Dana Desa 
 

433.618.000,00 433.618.000,00 0,00 

Bantuan Keuangan Provinsi 
 

41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 

Pendapatan Lain-lain 
 1.250.000,00 6.847.779,00 5.597.779,00 

JUMLAH PENDAPATAN 
 

 

1.932.378.191,00 1.937.975.970,00 

 

5.597.779,00 

BELANJA 
    

 
 

 
626.917.998,00 622.126.171,00 4.791.827,00 

 
 

 
905.870.917,00 784.956.620,00 120.914.297,00 

 
 

 
17.119.366,00 17.900.000,00 780.634,00 

 
 

 
0,00 0,00 0,00 

 

 

 
412.642.703,00 401.112.500,00 11.530.203,00 

JUMLAH BELANJA 
 

 
 

1.962.550.984,00 1.826.095.291,00 

 
 

136.455.693,00 

SURPLUS / (DEFISIT) 
 

(30.172.793,00) (111.880.679,00) (142.053.472,00) 

PEMBIAYAAN 
    

Penerimaan Pembiayaan 
 

38.053.393,00 33.567.800,00 4.485.593,00 

Pengeluaran Pembiayaan 
 7.880.600,00 7.880.600,00 0,00 

PEMBIAYAAN NETTO 
 

 

30.172.793,00 25.687.200,00 

 

4.485.593,00 

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 
 

0,00 137.567.879,00 (137.567.879,00) 

 

PERON, 13 Januari 2022 

KEPALA DESA PERON 

           

 

 

    ERNA HERMAWATI 

 

 

 

 



 

KESEPAKATAN BERSAMA 

PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN 2021 

 

B E R I T A   A C A R A  

NOMOR : 141/001/BPD 

 

 

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  

DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN 

KABUPATEN KENDAL 

 

 

TENTANG  

 

PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

 

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh 

dua, kami yang bertandatangan dibawah ini  : 

1. Erna Hermawati :  Kepala Desa,  dalam hal ini bertindak 

untuk dan atas nama Pemerintah Desa 

Peron   selanjutnya disebut PIHAK 

PERTAMA. 

2. Fatchurrochman : Ketua BPD Desa Peron 

3. Dewi Fajar Cholishoh : Sekretaris BPD Desa Peron 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas 

nama Badan Permusyawaratan Desa 

Peron selanjutnya disebut sebagai PIHAK 

KEDUA. 

 

Menyatakan bahwa   :  

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan 

penyesuaian dan perubahan pada catatan. 

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan 

Rancangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Sebagaimana tertuang pada catatan. 

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menetapkan Rancangan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. 

 






